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JAKARTA - DPR RI mengaku ke-
cewa kepada Presiden Jokowi yang
telah menerbitkan Prepres Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA). Pasalnya,
kebijakan tersebut miempermudah
orang asing bekerja di Indonesia
dan justru berdampak negatif ter-
hadap nasib tenaga kerja lokal. “Saya
khawatir, justru kemudahan bagi
masuknya TKA malah berdampak
negatif,” ujar Saleh Daulay saat di=
hubungi, Selasa (17/4). z

Politisi Partai Amanat Naslonal
(PAN) itu mangaku, fidak sepakat
dengan alasan pemerintah mener-
bitkan Perpres untuk menarik in-—
vestasi dan memperbaiki pereko-
nomian. Sebab, ia melihat sejauh
ini investor asing sudah dimanjakan
oleh pemerintah dengan berbagi ke—
bijakan lain.

Lebih lanjut, Saleh menilai, mu-
dahnya TKA bekerja di Indone51a

berbagai tindak kri
peredaran narkoba, m
rang ilegal, hingga- Ldeologl Vang
bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945. Kemungkinan itu bisa
terjadi lantaran pemerintah hmgga—

»h

Saya khawatir, jus-
tru kemudahan bagi
masuknya TKA malah
berdampak negatif,”

Saleh Daulay
Politisi PAN

— hun 2017 tentan

saat ini memiliki Keterbatasan dalam
mengawasi TKA.

Lebih dari itu, ia juga meragukan
masuknya TKA dapat menciptakan
lapangan pekerjaan bagi angkatan
kerja di Indonesia. Terlebih, jumlah
pengangguran di Indonesia merupa-
kan persoalan terbesar hingga saat
ini.”Yang baik itu jika investor asing
datang dan merekrut pekerja lokal.
Mereka dapat untung dengan usa-
hanya, kita untung dengan adanya
lapangan pekerjaan yang dicipta-—
kan,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Sigit Sosiantomo menyata-
kan hal senada. Dia mengaku, me-
nyesalkan sikap pemerintah yang
mempermudah TKA bekerja di In-
donesia.

Sigit menilai, Perpres tersebut
berpotensi melanggar sejumlah
peraturan perundang-undangarn.

-~ “Kami kecewa dengan kebijakan ini.
Dalam membuat UU, kami, DPR, dan*®

i pemertntaﬁ"sudah sepakat untuk
~ melindungi tenaga kerja kita dan

memperketat aturan bagi TKA untuk
bekerja di Indonesia. Slkap ‘pemerin-

tah kok malah seperti ini,” paparnya
kepada wartawan, Selasa (27/4). "
Menurut Sigit, kebijakan memberi
kemudahan perizinan kepada TKA
berpetensi melanggar Undang-Un-
dang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
~ Selain itu, lanjutnya,
&2 tersebut juga berpotensi melang-
~gar Undang- Undang Nomor 2 ta—
asa Konstruksi

-(Jaskon), Undang-Undang Nomor
G tahun 2.017 tentang Arsitek dan
Undang-Undang Nomor 11 tahun
2014 tentang Keinsinyuran.

Dalam keempat UU itu, kata Sigit,
sudah diatur dengan sangat ketat
agar tenaga kecja asing tidak masuk
dengan mudah. Bahkan, untuk badan
usaha jasa konstruksi asing yang
bekerja di Indonesia juga harus lebih
memniprioritaskan pekerja lokal dari-
pada pekerja asing.

“Soal scrbuan tenaga kerja asing ini
sebenarnya sudah diantisipasi DPR
dalam berbagai aturan perundang-
undangan. Di UU Jaskon misalnya,
jelas di UU itu ada pembatasan untuk
TKA yang bisa bekerja di Indonesia.
Tujuannya untuk meclindungi tenaga
kerja kita. Dalam UU Arsitek, arsitek
asing harus bekerja sama dengan

Perpres

" arsitek Indonesia dan sebagai pen—

anggung jawabnya vaitu arsitek In-
donesia. Ini semua untuk membatasi
TKA dan memprioritaskan tenaga
kerja kita. Mengapa sikap pemrin-
tah justru sebaliknya, mengeluarkan
Perpres yang mempermudah TKA
bisa bekerja di Indonesia,” lanjut
dia.

Di sisi lain, Sigit juga mcngln—
gatkan, masih banyak tenaga kerja~
Tokal yang kesulitan mendapatkan
peker]aan Hal itu tergambar dari
minimnya penyerapan tenaga kerja
Indonesia, bahkan minus untuk sek—
tor konstruk51

Sigit menjelaskan, berdasarkan
hasil riset Center of Reform on Eco-
nomic (CORE), anggaran infrsatruk-
tur yang digenjot pemerintah tidak
serta merta menambah lapangan
kerja. Untuk sektor konstruksi,
CORE mencatat
peny -
erapan
tenaga
kerja un-
tuk sektor =
konstruksi
minus tu-
juh persen.

Sementara,
berdasar-— =
kan Survei
Angkatan
Kerja Na-
sional (Sak-
ernas) yang
dilakukan
Badan Pusat
Statistik (BPS)
pada Agustus =
2017 menun-
jukkan angka
pengangguran di
Indonesia menca-
pai 7,04 juta atau =
ada penambahan
jumlah penganggu-
ran sebanyak 10 ribu
orang dalam setahun
terakhir.

Menurut Sigit, hasil
survei BPS dan riset
CORE sudah cukup
membuktikan bahwa
Indonesia masih butuh
banyak lapangan kerja
untuk rakyat. Apalagi, dari
121 juta penduduk yang
bekerja, sebanyak 69,02
juta orang atau 57,03 persen
penduduk, bekerja di sektor
informal.
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